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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Temuan Penelitian 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model Robert N. Entman 

yang mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai 

perangkat framing: define problems (pendefinisian masalah), diagnose 

causes (sumber masalah), make moral judgement (keputusan), dan 

treatment recommendation (merekomendasikan penyelesaian). 

1. Elemen Framing Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Masing-

masing Edisi  

a. Elemen Framing Berita Pada Portal Media Online Jawapos.com 

1) Berita 1: Soal Cuti Kampanye, DPR Minta MK Tolak Gugatan 

Ahok (Senin, 5 September 2016 17:04 WIB) 

Define Problem. DPR minta MK tolak gugatan Ahok soal cuti 

petahana, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta  Mahkamah 

Konstitusi (MK)  menolak  gugatan Basuki Tjahaja Purnama 
terkait dengan  cuti kampanye.” 

Diagnose Causes. Ahok dianggap tidak konsisten dan tidak 

menjelaskan secara kongkrit kerugian dari cuti kampanye, sesuai 

dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Selain itu, katanya,   Ahok  dinilai tidak konsisten dalam 
menguji materi UU Pilkada soal cuti kampanye. Pasalnya, 

pada Pilkada DKI 2012 lalu, mantan kader Gerindra itu 
bersuara keras  agar petahana waktu itu yakni, Fauzi Bowo 

mengambil cuti kampanye. Tak hanya itu, DPR juga 
menganggap Ahok tidak menguraikan secara konkrit 
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kerugian apa yang akan ia alami ketika menjalani masa cuti 

kampanye.” 

Make Moral Judgement. DPR berharap MK 

mempertimbangkan secara adil keputusan yang akan diambil 

seputar gugatan tersebut, sesuai dengan kutipan teks berita berikut 

ini: 

“Karenanya, DPR berharap  MK mempertimbangkan secara 
adil keputusan apa yang akan diambil ihwal gugatan 

tersebut.” 

Treatment Recommendation. DPR memohon agar permohonan 

penggugat tidak diterima dan menerima pernyataan DPR RI, sesuai 

dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“"DPR memohon agar permohonan penggugat tidak 
diterima dan menerima pernyataan DPR RI. Kami 

menyatakan UU nomor 10 tahun 2016 tetap memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat," pungkas Sufmi.” 

 

2) Berita 2: Sependapat dengan DPR, Pemerintah Minta MK 

Tolak Gugatan Ahok (Senin, 5 September 2016 19:28 WIB) 

Define Problem. Pemerintah menolak secara tegas perihal uji 

materi yang diajukan Ahok masalah cuti petahana, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“Tim kuasa hukum pemerintah secara tegas menolak judicial 
review (JR) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias 
Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK).” 

Diagnose Causes. Ahok dianggap tidak mempunyai alasan dan 

argumen yang kuat. Pemerintahan juga menganggap bahwa dengan 

tidak cutinya petahana, dapat menimbulkan terjadinya 
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penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“"Permohonan itu tidak mempunyai alasan dan argumen 
yang kuat. Petahana wajib menjalani cuti (kampanye) tanpa 

terkecuali," ujar tim kuasa hukum pemerintah, Widodo Sigit 
Pudjianto dalam agenda mendengarkan keterangan presiden 

dan DPR di ruang sidang MK, Senin (5/9). Selain itu, lanjut 
Pudjianto, dengan tidak cutinya petahana, dapat berpotensi 
terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagai kepala 

daerah. Yakni, petahana dapat menggunakan kesempatan 
tersebut dengan melakukan kampanye terselubung dan 

memobilisasi PNS untuk memilih dirinya.” 

Make Moral Judgement. Petahana diharapkan bertarung secara 

equal karena tidak lagi menggunakan sumber daya negara (jika 

menjalani cuti kampanye), sesuai dengan kutipan teks berita 

berikut ini: 

“"Petahana diharapkan bertarung secara equal karena tidak 

lagi menggunakan sumber daya negara (jika cuti 
kampanye)," tambahnya.” 

Treatment Recommendation. Pemerintah akan menyiapkan 

calon pengganti yang terbaik selama Ahok menjalani masa cuti 

kampanye, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Lebih lanjut, Kepala Biro Hukum Kemendagri itu 
menjelaskan, soal alasan mengurusi pembahasan APBD DKI 

tahun 2017 dengan tidak mengambil cuti kampanye, dia 
menyebutkan agar Ahok tidak terlalu khawatir. Pasalnya 
kata dia, pemerintah akan menyiapkan calon pengganti yang 

terbaik untuk mengatasi hal tersebut.” 
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3) Berita 3 : Ahok Tunjuk Refly Harun dan Harjono Jadi Saksi 

Ahli di MK (Senin, 26 September 2016 13:10 WIB) 

 Define Problem. Ahok menghadirkan dua orang saksi ahli 

di Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai dengan kutipan teks berita 

berikut ini: 

“Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 

menghadirkan dua orang saksi ahli di Mahkamah Konstitusi 
(MK).” 

Diagnose Causes. Ahok mengajukan judicial review terkait 

UU Nomor 10 tahun 2016 perihal cuti kampanye, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“Sebelumnya, Ahok mengajukan judisial review terkait UU 

Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengharuskan 
kepala daerah petahana untuk cuti kampanye.” 

Make Moral Judgement. Ahok menghadirkan kedua saksi ahli 

yaitu Pakar Hukum Administrasi Negara Harjono dan Pengamat 

Hukum Tata Negara Refly Harun, sesuai dengan kutipan teks 

berita berikut ini: 

“Adapun kedua saksi ahli tersebut adalah Pakar Hukum 
Administrasi Negara Harjono dan Pengamat Hukum Tata 

Negara Refly Harun.” 

Treatment Recommendation. Persidangan dengan agenda 

mendengarkan saksi ahli perkara gugatan Ahok, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“Tepat pukul 11.00 WIB, persidangan dimulai. Dengan 

agenda mendengarkan saksi ahli perkara nomor 55 dan 60 
(gugatan Ahok). "Silahkan masing-masing saksi ahli 
memberikan keterangannya," ucap Ketua Majelis MK Arief 

Hidayat di ruang sidang MK, Senin (26/9).” 
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4) Berita 4 : Ogah Ladeni Ahok Lagi, Yusril Mundur dari Sidang 

Gugatan UU Pilkada (Senin, 26 September 2016 13:41 WIB) 

Define Problem. Yusril Ihza Mahendra mundur dari sidang 

gugatan UU Pilkada yang dilayangkan Ahok, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra 

memilih mundur sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan 
UU Pilkada yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta, 

Basuki Tjahaja Purnama.” 

Diagnose Causes. Yusril mundur dari sidang gugatan UU 

Pilkada, karena merasa tak memiliki kepentingan apapun, selepas 

gagal dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta, sesuai dengan kutipan teks 

berita berikut ini: 

“Keputusan itu diambil lantaran Yusril merasa tak memiliki 

kepentingan apapun, selepas gagal dicalonkan di Pilgub DKI 
Jakarta.” 

Make Moral Judgement. Yusril justru meminta pihak yang 

kontra dengan Ahok meneruskan perjuangannya, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“Dia justru meminta pihak yang kontra dengan Ahok 

meneruskan perjuangannya.” 

Treatment Recommendation. Yusril mempersilakan Agus dan 

Anies jika merasa keberatan dengan gugatan Ahok bisa 

melanjutkan apa yang sudah ia mulai sebelumnya, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“"Karena saya tidak lagi jadi pihak terkait, saya persilahkan 

Pak Agus dan Pak Anies jika merasa keberatan bisa 
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melanjutkan apa yang sudah saya mulai. Kalau tidak ya 

sudah tidak apa-apa," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta 

Pusat, Senin (26/9).” 

 

5) Berita 5 : Bela Ahok, Begini Penjelasan Refly Harun Soal Cuti 

Kampanye (Senin, 26 September 2016 16:22 WIB) 

Define Problem. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun 

memberikan keterangan mengenai gugatan Ahok, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“Sidang atas judisial review yang diajukan Gubernur DKI 
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Mahkamah Konstitusi 

(MK) berlanjut. Hari ini, Senin (26/9), gubernur sapaan 
Ahok itu menghadirkan dua orang saksi ahli untuk 
memberikan keterangan.” 

Diagnose Causes. Refly Harun menilai, ada sebuah 

ketidakseimbangan dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 

2016. Lebih tepatnya pasal 70 ayat 3, sesuai dengan kutipan teks 

berita berikut ini: 

“Salah satunya Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. 
Dalam keterangannya, Refly menilai, ada sebuah 
ketidakseimbangan dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 

tahun 2016. Lebih tepatnya pasal 70 ayat 3.” 

Make Moral Judgement. Refly Harun meminta agar pihak 

penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lah yang harus diperkuat 

fungsi dan perannya, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Sebagai gantinya, ia meminta agar pihak penyelenggara 

pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan 
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Pengawas Pemilu (Bawaslu) lah yang harus diperkuat fungsi 

dan perannya.” 

Treatment Recommendation. KPU dan Bawaslu harus 

menjalankan perannya secara efektif, sesuai dengan kutipan teks 

berita berikut ini: 

“"KPU dan Bawaslu harus menjalankan perannya secara 

efektif," tuturnya.” 

 

6) Berita 6 : Gagal Maju Pilgub DKI, Yusril Ogah Jegal Ahok di 

MK (Senin, 26 September 2016 17:06 WIB) 

Define Problem. Yusril Ihza Mahendra menarik diri sebagai 

pihak terkait dalam judicial review yang diajukan Ahok di 

Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai dengan kutipan teks berita 

berikut ini: 

“Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menarik 
diri sebagai pihak terkait dalam judisial review yang 

diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mahkamah 
Konstitusi (MK).” 

Diagnose Causes. Nama Yusril tidak dipanggil satu partai 

politik pun, otomatis ia gugur dalam pencalonan pemimpin DKI, 

sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Namun, karena pendaftaran sudah ditutup dan namanya 
tidak dipanggil satu partai politik pun, otomatis ia gugur 
dalam pencalonan pemimpin DKI.” 

Make Moral Judgement. Pernyataan surat pengunduran Yusril 

selaku pihak terkait telah diberikannya kepada MK, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 
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“Pernyataan surat pengunduran selaku pihak terkait telah 

diberikannya kepada MK siang tadi.” 

Treatment Recommendation. Yusril berharap agar pasangan 

calon lainnya untuk melanjutkan perjuangannya di MK sebagai 

upaya meminimalisir tindakan curang saat Pilkada DKI digelar, 

sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Karenanya, ia berharap agar dua pasangan calon lainnya 
untuk melanjutkan perjuangannya di MK sebagai upaya 

meminimalisir tindakan curang saat Pilkada DKI digelar.” 

 

b. Elemen Framing Berita Pada Portal Media Online Kompas.com 

1) Berita 1 : Poin-poin Penting yang Jadi Alasan Ahok Gugat 

Cuti Kampanye pada UU Pilkada (Kamis, 1 September 2016 

09:21 WIB) 

Define Problem. Ahok mengikuti sidang uji materi Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di 

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai dengan kutipan teks 

berita berikut ini: 

“Sidang atas judisial review yang diajukan Gubernur DKI 
Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama alias Ahok mengikuti sidang uji materi Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di 
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (31/8/2016) 

kemarin. 

Diagnose Causes. Pemaparan poin-poin penting yang jadi 

alasan Ahok gugat cuti kampanye pada UU Pilkada, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“Sidang beragendakan pembacaan revisi dari permohonan 

sebelumnya yang sempat dikembalikan majelis hakim. Pada 

http://megapolitan.kompas.com/tag/Mahkamah%20Konstitusi
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kesempatan itu, Ahok menyampaikan sejumlah alasan yang 

membuat dirinya mengajukan gugatan terhadap aturan 
kewajiban cuti bagi calon petahana.” 

Make Moral Judgement. Ahok yakin calon petahana tidak 

perlu harus cuti selama kampanye. Dengan demikian, ia menilai 

tidak ada hak konstitusional yang dilanggar, sesuai dengan kutipan 

teks berita berikut ini: 

“Jika fungsi Bawaslu diperkuat, Ahok yakin calon petahana 

tidak perlu harus cuti selama kampanye. Dengan demikian, 
ia menilai tidak ada hak konstitusional yang dilanggar.” 

Treatment Recommendation. Menurut Ahok, cara untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah dengan 

mewajibkan calon petahana cuti, melainkan memperkuat fungsi 

Badan Pengawas Pemilu., sesuai dengan kutipan teks berita berikut 

ini: 

“Ahok menilai adanya keharusan cuti bagi calon petahana 

selama masa kampanye pemilihan kepala daerah merupakan 
dampak dari kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan (abuse of power). Menurut Ahok, cara untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah 
dengan mewajibkan calon patahana cuti, melainkan 

memperkuat fungsi Badan Pengawas Pemilu.” 

 

2) Berita 2 : Susun Gugatan Uji Materi UU Pilkada, Ahok 

Gunakan Bantuan Pengacara (Kamis, 1 September 2016 

12:31 WIB) 

Define Problem. Ahok menyusun gugatannya mengenai UU 

Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Ahok mengatakan dia mendapat banyak masukan dengan 

berdiskusi bersama teman-teman pengacaranya. Dia 
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biasanya melontarkan contoh isi gugatan melalui group 

Whatsapp. Kemudian, teman-temannya akan memberi 
komentar terkait hal itu.” 

Diagnose Causes. Ahok tidak pernah didampingi pengacara 

ketika menjalani sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah 

Konstitusi (MK), sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang 

tidak pernah didampingi pengacara ketika menjalani sidang 
uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Meski 
demikian, Basuki atau Ahok tetap melakukan konsultasi 
dengan pengacara yang juga merupakan teman-temannya.” 

Make Moral Judgement. Selama mengikuti sidang, Ahok 

hanya ditemani oleh staf khusus yang bernama Rian Ernest., sesuai 

dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Selama mengikuti sidang, Ahok memang hanya ditemani 
oleh staf khusus yang bernama Rian Ernest. Hakim bahkan 

sempat menyebut Ahok dengan julukan BTP yang 
kepanjangannya adalah "Beracara Tanpa Pengacara".” 

Treatment Recommendation. Ahok melakukan konsultasi 

dengan pengacara yang juga merupakan teman-temannya melalui 

group Whatsapp mengenai isi gugatan yang akan diuji pada sidang 

di MK, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“"Di WA (Whatsapp) group saja kok ngomongnya. Misalnya 

aku kepingin kayak gini nih kalimatnya terus aku tanya oke 
enggak. Kalau oke, aku masukin," ujar Basuki atau Ahok di 

Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, 
Kamis (1/9/2016).” 
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3) Berita 3 : Setelah dari Pengadilan Tipikor, Ahok Akan Hadiri 

Sidang Uji Materi UU Pilkada di MK (Senin, 5 September 

2016 06:52 WIB) 

Define Problem. Ahok akan mengikuti sidang lanjutan uji 

materi terhadap UU Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita 

berikut ini: 

“Sementara itu, dalam sidang uji materi UU Pilkada hari ini 

akan beragendakan mendengarkan keterangan Presiden dan 
DPR RI. Ahok diketahui tengah mengajukan uji materi 
terhadap aturan yang mengharuskan seorang calon petahana 

untuk cuti selama masa kampanye.” 

Diagnose Causes. Ahok dijadwalkan menghadiri dua 

persidangan pada Senin, 5 September 2016, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama 

dijadwalkan menghadiri dua persidangan pada Senin 
(5/9/2016).” 

Make Moral Judgement. Ahok akan mengikuti sidang 

lanjutan uji materi terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang UU Pilkada, yang dijadwalkan 

akan berlangsung pukul 14.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi, 

sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Setelah itu, Ahok juga akan mengikuti sidang lanjutan uji 
materi terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan 
Bupati (UU Pilkada). Sidang tersebut dijadwalkan 

berlangsung pukul 14.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi.” 

Treatment Recommendation. Ahok akan mengikuti sidang 

lanjutan uji materi UU Pilkada setelah menghadiri sidang perkara 
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pidana kasus suap proyek reklamasi yang menjerat mantan 

anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“Dalam sidang pertama, Ahok akan menjadi saksi pada 

persidangan perkara pidana kasus suap proyek 
reklamasi yang menjerat mantan anggota DPRD DKI 
Jakarta Mohamad Sanusi. Sidang itu dijadwalkan 

berlangsung pukul 09.00 di Pengadilan Tipikor 
Jakarta. Setelah itu, Ahok juga akan mengikuti sidang 

lanjutan uji materi terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali 
Kota, dan Bupati (UU Pilkada). Sidang tersebut dijadwalkan 

berlangsung pukul 14.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi.” 

 

4) Berita 4 : Ahok Ingin Dengarkan Keterangan Pemerintah dan 

DPR dalam Sidang Uji Materi UU Pilkada (Senin, 5 

September 2016 13:06 WIB) 

Define Problem. Pada sidang ketiga, pemerintah dan DPR 

memaparkan tanggapan mengenai uji materi yang diajukan Ahok 

sebelumnya, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Sidang hari ini merupakan sidang yang ketiga kalinya..” 

Diagnose Causes. Pada sidang sebelumnya, Ahok memaparkan 

langsung alasannya mengajukan uji materi UU Pilkada ke MK, 

sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Pada dua sidang sebelumnya, Ahok memaparkan langsung 
alasannya mengajukan uji materi UU Pilkada ke MK.” 

 

Make Moral Judgement. Pada sidang hari itu, Ahok hanya 

mendengarkan pemaparan pemerintah dan DPR mengenai uji 

materi yang diajukannya, yang dijadwalkan akan berlangsung 
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pukul 14.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“Sebab, ia menyebut agenda sidang hari ini khusus untuk 
mendengarkan pemaparan pemerintah dan DPR mengenai 

uji materi yang diajukannya.” 

Treatment Recommendation. Setelah pemaparan dari 

pemerintah dan DPR, agenda pada sidang selanjutnya adalah 

penyampaian tanggapan dari dirinya, sesuai dengan kutipan teks 

berita berikut ini: 

“Menurut Ahok, setelah pemaparan dari pemerintah dan 
DPR, agenda pada sidang selanjutnya adalah penyampaian 

tanggapan dari dirinya. "Habis ngomong kami dikasih 
jawaban.  Tapi jawabannya mungkin enggak mesti hari ini. 
Bisa besok di sidang berikutnya," ujar Ahok.” 

 

5) Berita 5 : Yusril dan Habiburokhman Hadiri Sidang Uji 

Materi UU Pilkada yang Diajukan Ahok (Senin, 5 September 

2016 14:39 WIB) 

Define Problem. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza 

Mahendra dan pengacara Habiburokhman ikut hadir dalam sidang 

ketiga uji materi UU Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita 

berikut ini: 

“Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan 
pengacara Habiburokhman ikut hadir dalam sidang uji 

materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 
2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 

(UU Pilkada).” 

Diagnose Causes. Yusril Ihza Mahendra dan Habiburokhman 

hadir dalam kapasitasnya sebagai pihak terkait dalam gugatan yang 

diajukan oleh Ahok, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 
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“Mereka hadir dalam kapasitasnya sebagai pihak terkait 

dalam gugatan yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta 
Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama itu.” 

 

Make Moral Judgement. Dalam sidang ketiga tersebut, Yusril 

dan Habiburokhman tidak akan menyampaikan keterangan, sesuai 

dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Meski ikut dalam sidang, Yusril dan Habiburokhman tidak 

akan menyampaikan keterangan. Hal yang sama juga 
berlaku untuk Ahok. Sebab,  agenda sidang pada hari khusus 

untuk mendengarkan masukan dari pemerintah dan DPR.” 

Treatment Recommendation. Keterangan Yusril dan 

Habiburokhman akan didengarkan pada sidang selanjutnya, sesuai 

dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“"Keterangannya akan didengarkan pada sidang 
selanjutnya," kata hakim konstitusi yang menjadi pimpinan 
sidang, Anwar Usman.” 

 

6) Berita 6 : Yusril Pertanyakan Tujuan Ahok Ajukan Uji Materi 

UU Pilkada (Senin, 5 September 2016 15:26 WIB) 

Define Problem. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza 

Mahendra mempertanyakan tujuan Ahok mengajukan uji materi 

UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan kutipan teks 

berita berikut ini: 

“Pakar hukum tata negara Yusril Ihza 

Mahendra mempertanyakan tujuan Gubernur DKI Jakarta 
Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengajukan uji materi 

Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU 
Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.” 
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Diagnose Causes. Apakah sebenarnya tujuan Ahok menggugat 

UU Pilkada tentang cuti petahana, sesuai dengan kutipan teks berita 

berikut ini: 

“"Apa yang sesungguhnya dimohonkan pada perkara ini? 
Apakah ingin MK membatalkan norma tentang keharusan 

cuti petahana pada masa kampanye? Atau minta MK 
menafsirkan apa yang sudah dirumuskan UU?" kata Yusril 
jelang sidang.” 

 

Make Moral Judgement. Menurut Yusril, untuk menafsirkan  

isi pasal, maka harus ada kepastian bahwa pasal tersebut tidak 

mengandung kejelasan, tidak adanya kejelasan pasal berpotensi 

menimbulkan multitafsir, sesuai dengan kutipan teks berita berikut 

ini: 

“Menurut Yusril, jika Ahok meminta MK untuk menafsirkan  

isi pasal, maka harus ada kepastian bahwa pasal tersebut 
tidak mengandung kejelasan. Menurut dia, tidak adanya 

kejelasan pasal berpotensi menimbulkan multitafsir.” 
 

Treatment Recommendation. Yusril ingin menanyakan 

tujuannya langsung kepada Ahok dalam sidang lanjutan uji materi 

UU Pilkada di Gedung MK, sesuai dengan kutipan teks berita 

berikut ini: 

“Jika diperkenankan oleh hakim konstituai, Yusril berencana 
ingin menanyakan hal itu langsung kepada Ahok dalam 
sidang lanjutan uji materi UU Pilkada di Gedung MK, 

Jakarta, Senin (25/8/2016).” 
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7) Berita 7 : Di Sidang MK, Ahok Disebut Tidak Konsisten soal 

Cuti Petahana (Senin, 5 September 2016 16:48 WIB) 

Define Problem. Ahok dianggap tidak konsisten mengenai cuti 

petahana, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Ia menambahkan, Ahok dalam gugatan uji materi juga tidak 
konsisten. Sebab pada pilgub 2012 lalu, kata Sufmi, Ahok 
pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu 

berstatus incumbent untuk mengajukan cuti.” 

Diagnose Causes. Ahok pernah meminta Fauzi Bowo pada 

Pilkada 2012 yang saat itu berstatus incumbent untuk mengajukan 

cuti, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

““Apalagi saat Pilkada DKI Jakarta 2012, pemohon juga 
pernah meminta calon incumbent Fauzi Bowo untuk cuti," 

kata politisi Partai Gerindra tersebut.” 

Make Moral Judgement. Ahok seharusnya sudah tahu 

konsekuensi dari keikutsertaan pemohon di Pilkada, sesuai dengan 

kutipan teks berita berikut ini: 

“"Pemohon seharusnya sudah tahu konsekuensi dari 
keikutsertaan pemohon di Pilkada," kata dia.” 

Treatment Recommendation. Ahok seharusnya memberikan 

masukan kepada pemerintah atau DPR sebelum UU Pilkada 

dibahas, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Menurut Sufmi, cuti kampanye adalah norma umum dan 
tidak dibuat secara tiba-tiba. Maka dari itu, Ahok seharusnya 
memberikan masukan kepada pemerintah atau DPR sebelum 

UU Pilkada dibahas.” 
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8) Berita 8 : Dianggap Tak Konsisten soal Cuti Kampanye, Ini 

Pembelaan Ahok (Senin, 5 September 2016 18:46 WIB) 

Define Problem. Ahok menolak pernyataan dianggap tak 

konsisten mengenai cuti kampanye, sesuai dengan kutipan teks 

berita berikut ini: 

“Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak 

dianggap tak konsisten terkait cuti kampanye.” 

Diagnose Causes. Ahok dianggap tidak konsisten mengenai cuti 

kampanye, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Pada sidang uji materi UU Pilkada hari ini, perwakilan 

pemerintah dan DPR sama-sama menyinggung gugatan uji 
materi dari Ahok yang mereka anggap tidak konsisten.” 

 

Make Moral Judgement. Menurut Ahok, kondisi masa 

kampanye Pilkada 2017 tidak bisa disamakan dengan Pilkada 2012. 

Cuti kampanye pada Pilkada 2017, hampir empat bulan, sedangkan 

pada pilkada 2012 hanya dua minggu saja, sesuai dengan kutipan 

teks berita berikut ini: 

“Ia menilai, kondisi masa kampanye Pilkada 2017 tidak bisa 
disamakan dengan Pilkada 2012. "Saya hanya memprotes 
cutinya itu tidak masuk akal sampai hampir empat bulan. Itu 

yang tidak masuk akal karena dulu kampanyenya hanya dua 
minggu," kata pria yang biasa disapa Ahok ini seusai sidang 

uji materi UU Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, 
Senin (5/9/2016).” 

 

Treatment Recommendation. Terlalu lamanya masa kampanye 

Pilkada 2017 itulah yang membuat Ahok berinisiatif mengajukan 

uji materi UU Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita berikut 

ini: 
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“Ia mengaku, terlalu lamanya masa kampanye Pilkada 2017 

itulah yang membuatnya berinisiatif mengajukan uji materi 

Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU 

Pilkada).” 

 

9) Berita 9 : Pemerintah Minta Majelis Hakim MK Tolak 

Gugatan Ahok (Senin, 5 September 2016 22:32 WIB) 

Define Problem. Pemerintah berharap Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan uji 

materi atau judicial review (JR) terhadap UU Pilkada yang 

diajukan Ahok, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Pemerintah berharap Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan uji materi 

atau judicial review (JR) terhadap Pasal 70 Ayat 3 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang 
diajukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias 

Ahok.” 

 Diagnose Causes. Menurut Kepala Biro Hukum Kementerian 

Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto, akan ada potensi terjadi 

kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur jika 

petahana tidak diwajibkan cuti selama masa kampanye 

berlangsung, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum Kementerian 
Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto dalam sidang lanjutan 
gugatan uji materi pada Senin (5/9/2016) di gedung MK. 

Widodo dalam persidangan kali ini mewakili pihak 
pemerintah selaku pembuat undang-undang. Ia mengatakan, 
ada potensi terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan 

pemilihan gubernur jika petahana tidak diwajibkan cuti 
selama masa kampanye berlangsung.” 
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Make Moral Judgement. Pemerintah meminta Majelis Hakim 

MK menolak gugatan yang diajukan Ahok, sesuai dengan kutipan 

teks berita berikut ini: 

“Maka dari itu, kata Widodo, pemerintah meminta Majelis 
Hakim MK menolak gugatan yang diajukan Ahok.” 

Treatment Recommendation. Pemerintah meminta kepada 

Majelis MK untuk memberikan putusan, menerima keterangan 

pemerintah, menolak pengujian Ahok seluruhnya atau menyatakan 

pengujian Ahok tidak dapat diterima, sesuai dengan kutipan teks 

berita berikut ini: 

“"Meminta untuk memberikan putusan, menerima 
keterangan pemerintah, menolak pengujian para emohon 

seluruhnya atau menyatakan pengujian pemohon tidak dapat 
diterima," ujarnya.” 

 

10) Berita 10 : Ketua DKPP Berharap Putusan MK Terkait Cuti 

Kampanye Tak Ganggu Tahapan Pilkada (Kamis, 8 

September 2016 17:47 WIB) 

Define Problem. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap putusan Mahakama 

Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Pilkada, tidak mengganggu 

tahapan Pilkada 2017, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

Jimly Asshiddiqie berharap putusan Mahakam Konstitusi 
(MK) terkait uji materi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 
Nomor 10 tahun 2016 tentang cuti kampanye bagi petahana, 

tidak mengganggu tahapan Pilkada 2017.” 
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Diagnose Causes. Saat ini sudah masuk jadwal cuti dan 

menurut  Jimly Asshiddiqie akan mengganggu aturan yang sudah 

berlaku, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“"Mulai dari tahapan satu sampai pelantikan itu satu 
kesatuan. Tidak boleh dipotong di tengah. Kalau ada aturan 

berubah di tengah sebaiknya untuk aturan yang akan 
datang," ucap Jimly” 
 

 Make Moral Judgement. Jimly berharap putusan MK tidak 

berlaku surut. Dan Ahok tetap menjalani kewajiban cuti kampanye, 

sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Agenda persidangan di MK terakhir adalah mendengarkan 

keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
pemerintah sebagai pihak pembuat Undang-Undang. Jika 
MK mengabulkan gugatan Ahok, Jimly berharap putusan 

tersebut tidak berlaku surut. Dengan begitu, Ahok tetap 
menjalani kewajiban cuti kampanye.” 

 Treatment Recommendation. Menurut Jimly, harusnya 

gugatan dilakukan jauh hari dari jadwal cuti. Agar tidak 

mengganggu tahapan Pilkada 2017, sesuai dengan kutipan teks 

berita berikut ini: 

“"Kalau sekarang sudah masuk, akan ganggu aturan main. 

Harus jauh hari mestinya," kata Jimly di kantor Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (8/9/2016).” 

 

11) Berita 11 : Mantan Hakim MK: Konstruksi Cuti Petahana 

Selama Masa Kampanye Tidak Jelas (Senin, 26 September 

2016 14:03 WIB) 

Define Problem. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), 

Harjono mengungkapkan konstruksi pasal 70 ayat 3 Undang-
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Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak 

mengganggu tahapan Pilkada 2017, sesuai dengan kutipan teks 

berita berikut ini: 

“Mantan hakim Mahkamah Konstitusi(MK), Harjono 
mengungkapkan konstruksi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 

(UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak jelas. UU 
tersebut menyoal cuti selama masa kampanye bagi 
petahana.” 

 Diagnose Causes. Menurut Harjono, Konstruksi cuti petahana 

selama masa kampanye tidak jelas, sesuai dengan kutipan teks 

berita berikut ini: 

“Namun, konstruksi cuti petahana selama masa kampanye 
tidak jelas.” 

 
 Make Moral Judgement. Menurut Harjono, cuti adalah hak, 

sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Harjono merupakan ahli yang dihadirkan oleh Ahok dalam 
permohonan soal cuti petahana selama masa kampanye 
dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Harjono menjelaskan, cuti adalah hak.” 

 Treatment Recommendation. Setiap calon petahana yang 

mengambil cuti akan beresiko kehilangan hak finansialnya. Jika 

cuti tersebut tidak diambil, maka petahana akan mendapat hak 

finansialnya, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini: 

“Dia menganggap jika cuti adalah sebuah hak, maka setiap 
calon petahana yang mengambil cuti akan beresiko 

kehilangan hak finansialnya. Jika cuti tersebut tidak diambil, 
maka petahana akan mendapat hak finansialnya.” 
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2. Elemen Framing Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Masing-

masing Media 

Setelah diuraikan pada frame masing-masing tiap edisi berita pada 

portal media online jawapos.com dan Kompas.com, selanjutnya yaitu 

membuat sebuah ruang khusus guna melihat bagaimana pola-pola framing 

yang digunakan kedua media online ini dalam proses mengkonstruksi 

berita seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’.  

a. Elemen Framing Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Portal 

Media Online Jawapos.com 

1) Berdasarkan Define Problem, dijelaskan bahwa banyak pihak yang 

menolak Gugatan Ahok tentang UU Pilkada, diantaranya adalah 

DPR dan Pemerintah. Pihak lain yang juga kontra dengan Ahok 

adalah pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang 

awalnya ditunjuk sebagai pihak terkait dalam sidang uji materi 

UU Pilkada, lebih memilih untuk mundur dari sidang tersebut. 

Disisi lain dua saksi ahli yang diutus Ahok membela dengan 

memberikan penjelasan mengenai Gugatan Ahok tentang UU 

Pilkada.  

2) Berdasarkan Diagnose Causes, dijelaskan bahwa beberapa pihak 

yaitu DPR dan Pemerintah, merasa Ahok tidak memiliki alasan 

yang kuat untuk menunjukkan secara kongkrit terkait judicial 

review yang ia ajukan. Namun Refly Harun selaku saksi ahli dari 

pihak Ahok, menilai bahwa ada sebuah ketidakseimbangan dalam 

UU nomor 10 pasal 70 ayat 3 tahun 2016. Disisi lain pakar 
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hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mundur dari sidang 

gugatan UU Pilkada, karena ia merasa tidak memiliki 

kepentingan apapun, selepas gagal dicalonkan di Pilkada 2017. 

3) Berdasarkan Make Moral Judgement, dijelaskan bahwa DPR dan 

Pemerintah meminta MK mempertimbangkan secara adil 

keputusan yang akan diambil perihal gugatan tersebut, karena 

Ahok diharapkan bertarung secara adil dengan menjalani masa 

cutinya yang tidak lagi menggunakan sumber daya negara. 

Namun Refly Harun sebagai salah satu saksi ahli yang dihadirkan 

Ahok, menjelaskan bahwa cuti tidak perlu dilakukan tetapi KPU 

dan Bawaslu harus memperkuat fungsi dan perannya. Disisi lain 

Yusril Ihza Mahendra yang telah memberikan surat pengunduran 

dirinya pada MK, berharap pihak yang kontra dengan Ahok 

meneruskan perjuangannya. 

4) Berdasarkan Treatment Recommendation, DPR dan Pemerintah 

memohon kepada MK agar gugatan Ahok tidak di terima, karena 

UU nomor 10 tahun 2016 memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat dan Pemerintah akan menyiapkan calon pengganti 

sementara yang terbaik selama Ahok menjalani masa cutinya. 

Saat persidangan dengan agenda penjelasan saksi ahli dari pihak 

Ahok, Refly Harun mengatakan bahwa KPU dan Bawasli harus 

menjalankan perannya secara efektif. Namun Yusril Ihza 

Mahendra tetap bertahan menolak gugatan Ahok dengan cara 

mempersilakan dua calon lainnya yaitu Anies dan Agus untuk 
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melanjutkan perjuangannya di MK sebagai upaya meminimalisir 

tindakan curang saat Pilkada 2017 digelar. 

b. Elemen Framing Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Portal 

Media Online Kompas.com 

a. Berdasarkan Define Problem, dijelaskan bahwa Ahok mengikuti 

sidang uji materi UU Pilkada di Gedung MK dengan menyusun 

gugatannya sendiri. Lalu, pada sidang berikutnya, DPR dan 

Pemerintah memberikan tanggapan mengenai uji materi yang 

diajukan Ahok sebelumnya. Pada sidang tersebut, pakar hukum tata 

negara Yusril Ihza Mahenda dan pengacaranya Habiburokhman 

ikut hadir. Yusril mempertanyakan tujuan Ahok mengajukan UU 

Pilkada ke MK. Ahok dianggap tidak konsisten mengenai gugatan 

UU Pilkada tersebut. Pemerintah berharap MK tidak mengabulkan 

gugatan Ahok. Ketua DKPP juga berharap permasalahan terkait 

gugatan tersebut tidak mengganggu jalannya Pilkada 2017 ini. 

b. Berdasarkan Diagnose Causes, dijelaskan bahwa Ahok menjalani 

sidang uji materi dengan memaparkan poin-poin penting yang 

menjadi alasannya menggugat cuti kampanye pada UU Pilkada. 

Ahok tidak pernah didampingi pengacara saat menjalani sidang 

tersebut. Ahok dianggap tidak konsisten karena pada Pilkada 

2012, Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu menjadi 

calon petahana untuk mengajukan cuti. Pada 5 September 2016 

Ahok dijadwalkan menjalani dua sidang, salah satunya adalah 

sidang lanjutan uji materi UU Pilkada. Yusril Ihza Mahendra 
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beserta pengacaranya hadir dalam sidang tersebut dengan 

kapasitas sebagai pihak terkait dalam gugatan Ahok. Menurut 

Harjono Mantan Hakim MK, konstruksi cuti petahana selama 

kampanye tidak jelas. Namun menurut beberapa pihak dengan 

adanya gugatan ini akan mengganggu aturan yang sudah berlaku 

dan jika gugatan ini dikabulkan maka akan ada potensi 

kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada 2017.  

c. Berdasarkan Make Moral Judgement, dijelaskan bahwa Ahok 

yakin calon petahana tidak perlu harus cuti, karena tidak ada hak 

konstitusional yang dilanggar. Ahok menjalani sidang lanjutan uji 

materi dengan hanya ditemani staf khususnya yang bernama Rian 

Ernest. Dalam sidang lanjutan tersebut, Ahok, Yusril dan 

pengacaranya hanya mendengarkan tanggapan DPR dan 

Pemerintah tentang gugatan Ahok. Pemerintah berharap MK 

menolak gugatan yang diajukan Ahok. Sejalan dengan 

pemerintah, ketua DKPP Jimly Asshiddiqie berharap putusan MK 

tidak berlaku surut dan Ahok tetap menjalani kewajiban cuti 

kampanyenya. Diluar sidang, Yusril mengatakan bahwa Ahok 

harus memiliki kepastian bahwa pasal tersebut memang 

mengandung ketidakjelasan. Dan menurut beberapa pihak, Ahok 

harusnya sudah tahu konsekuensi dari keikutsertaannya dalam 

Pilkada 2017. Namun, mantan MK Harjono berpendapat bahwa 

cuti adalah hak setiap orang. 
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d. Berdasarkan Treatment Recommendation, dijelaskan bahwa Ahok 

akan mengikuti sidang uji materi UU Pilkada. Sebelum 

mengajukan gugatan Ahok terlebih dahulu mengkonsultasikannya 

dengan teman-temannya yang berprofesi sebagai pengacara. 

Menurut Ahok, cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan bukanlah dengan mewajibkan cuti, melainkan 

memperkuat fungsi Bawaslu. Terlalu lamanya masa kampanye 

itulah yang membuat Ahok berinisiatif mengajukan uji materi UU 

Pilkada. Sejalan dengan Ahok, mantan hakim MK Harjono, 

berpendapat bahwa calon petahana yang mengambil cuti akan 

beresiko kehilangan hak finansialnya. Pemerintah dengan tegas 

meminta kepada majelis MK untuk menolak seluruh pengujian 

Ahok. Setelah sidang yang beragendakan tanggapan dari DPR 

dan Pemerintah, sidang selanjutnya adalah penyampaian 

tanggapan dari Ahok, sedangkan tanggapan dari Yusril dan 

pengacaranya akan didengarkan pada sidang berikutnya. Yusril 

ingin menanyakan langsung tujuan Ahok menggugat UU Pilkada. 

Disisi lain, Jimly selaku ketua DKPP berpendapat seharusnya 

Ahok melakukan gugatan jauh hari dari jadwal cuti agar tidak 

mengganggu tahapan Pilkada 2017.  

B. Konfirmasi Temuan Dengan Teori 

Dari keempat elemen framing yaitu define problems (pendefinisian 

masalah), diagnose causes (sumber masalah), make moral judgement 

(keputusan), dan treatment recommendation (merekomendasikan 
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penyelesaian), konstruksi berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ yang terdapat pada 

portal media online jawapos.com, aspek yang ditonjolkan adalah DPR dan 

Pemerintah menolak gugatan Ahok dan meminta majelis MK tidak menerima 

gugatan uji materi UU Pilkada perihal cuti petahana. Menurut Dasco selaku 

perwakilan DPR, Ahok tidak memiliki kekuatan hukum atau legal standing, 

sehingga permohonan gugatan terhadap UU Pilkada harus dinyatakan tidak 

dapat diterima.1 Dari pihak pemerintahan salah satunya Jokowi, juga tidak 

setuju dengan gugatan Ahok. Melalui pengacaranya dalam sidang MK, 

Presiden Jokowi meminta agar MK menolak permohonan Ahok dengan 

alasan agar pilkada berjalan jujur, adil dan fair, maka cuti adalah wajib. 

Pilkada harus bebas dari segala penyelewengan dan penyalahgunaan 

wewenang oleh calon petahana. Karena itu, pilihannya hanya 2: petahana 

berhenti atau cuti. Merujuk putusan MK sebelumnya, petahana wajib cuti jika 

maju di daerah yang sama.2 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga 

meminta semua calon kepala daerah, salah satunya Ahok agar mengikuti 

aturan dalam pemilihan kepala daerah. Tjahjo juga ingin Ahok mentaati 

apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya.3  

Pihak terkait lainnya adalah Yusril Ihza Mahendra. Sebagai pihak yang 

awalnya ikut terkait dalam sidang uji materi tersebut, ia juga tidak setuju 

dengan gugatan yang diajukan Ahok. Namun Yusril mundur dari sidang 

tersebut, karena dirinya merasa tidak memiliki kepentingan apapun disana, 

                                                                 
1 Danu Damarjati, https://news.detik.com/berita/3291594/dpr-dan-pemerintah-minta-mk-

tolak-gugatan-ahok-soal-uu-pilkada,  diakses pada 29 Desember 2016, pukul 14.30 WIB. 
2 http://wartakota.tribunnews.com/2016/09/05/ jokowi-minta-mk-tolak-gugatan-ahok-

pilihannya-hanya-cuti-atau-mundur, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 14.30 WIB. 
3 Larissa Huda, https://m.tempo.co/read/news/2016/08/22/078797772/ahok-mau-aturan-cuti-

kampanye-pilkada-diubah-jadi-begini, diakses pada 1 Januari 2017, pukul 07.00 WIB. 
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setelah namanya gugur dari pencalonan Pilkada DKI 2017. Yusril tetap 

bertahan dengan argumennya yang tidak setuju dengan gugatan Ahok 

tersebut, ia meminta dua calon lainnya yaitu Anies dan Agus untuk 

meneruskan apa yang telah ia perjuangkan. Yusril menilai argumentasi yang 

dikemukakan oleh Ahok dalam gugatan ini tak masuk akal. Menurut Yusril 

undang-undang pilkada yang dipermasalahkan oleh Ahok sudah mengatur 

secara jelas terkait aturan pilkada. Dalam UU nomor 10 pasal 70 ayat 3 tahun 

2016 secara jelas menyebut seluruh pejawat yang mencalonkan kembali di 

daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. Salah 

satunya yakni menjalani cuti di luar tanggungan negara.4  

Disisi lain, saksi ahli dari pihak Ahok yaitu Refly Harun memberikan 

pembelaannya dengan menilai bahwa ada sebuah ketidakseimbangan dalam 

UU nomor 10 pasal 70 ayat 3 tahun 2016 dan merasa bahwa seharusnya KPU 

dan Bawaslu-lah yang memperkuat fungsi dan perannya. Refly mengatakan 

Ahok memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat pasal tersebut. Pasal 

itu menyebutkan calon petahana harus mengambil cuti dalam masa 

kampanye. Menurutnya, cuti yang ditaksir bisa mencapai empat bulan itu 

akan melanggar hak konstitusi kepala daerah.5 Refly Harun menilai kepala 

daerah yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkada tak perlu cuti lama saat 

masa kampanye. Menurutnya, cuti cukup diambil calon petahana saat dia 

hendak mensosialisasikan diri dalam kampanye, tidak perlu full empat bulan. 

                                                                 
4 Dessy Suciati Saputri, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/16/09/15/ 

odjbtv365-yusril-minta-mk-tolak-gugatan-ahok, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 

15.00 WIB. 
5 Maya Ayu Puspitasari, http://m.tempo.co/read/news/2016/09/04/078801527/refly-harun-

yakin-ahok-menang-uji-materi-d i-mahkamah-konstitusi, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 

15.00 WIB. 
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Saat tidak berkampanye, calon kepala daerah menurut Refly bisa tetap 

menjalankan aktivitasnya sebagai kepala daerah.6 Refly juga mengaku tidak 

setuju dengan aturan yang menyebut kekosongan posisi setelah petahana cuti 

dapat diganti oleh pelaksana tugas (plt), karena pelaksana tugas (plt) bukan 

orang yang menerima mandat langsung dari rakyat.7 

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dibingkai oleh jawapos.com, 

aspek yang ditonjolkan oleh Kompas.com adalah DPR dan Pemerintah 

memberikan tanggapan mengenai uji materi yang diajukan Ahok. Kedua 

pihak ini menolak apa yang digugatkan oleh Ahok mengenai UU Pilkada. 

Ahok dianggap tidak konsisten mengenai gugatan UU Pilkada tersebut, 

dikarenakan Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu menjadi calon 

petahana untuk mengajukan cuti, seperti yang diungkapkan Wakil Ketua 

DPR Fadli Zon, bahwa Ahok merupakan salah satu pihak yang meminta 

calon petahana Fauzi Bowo atau Foke cuti kampanye.8 Sekretaris Jenderal 

Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustadz Bachtiar 

Nasir juga mengungkapkan, bahwa pada tahun 2012 lalu, Ahok lantang 

menyampaikan bahwa calon incumbent harus cuti jika ingin melakukan 

kampanye.9  

                                                                 
6 Priska Sari Pratiwi, http://www.cnnindonesia.com/politik/20160823165343-32-

153313/refly-harun-calon-petahana-cukup-cuti-saat-berkampanye/, diakses pada 2 Januari 2016, 

pukul 17.00 WIB 
7 Delvira Chaerani Hutabarat, http://pilkada.liputan6.com/read/2611249/refly-harun-cuti-

kampanye-ahok-bisa-merugikan-warga, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 16.00 WIB. 
8 Irfan Laskito dan Yunisa Herawati, http://politik.news.viva.co.id/news/read/816239-fadli-

zon-lucu-dulu-ahok-pernah-minta-foke-cuti-kampanye, diakses pada 1 Januari 2017, pukul 16.00 

WIB. 
9 Dedy Priatmojo dan Moh Nadlir, http://metro.news.viva.co.id/news/read/807582-ahok-

pernah-minta-foke-harus-cuti-kampanye-pilkada-2012, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 

16.30 WIB. 

http://www.liputan6.com/me/delvira.chaerani
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Sama halnya dengan yang ditonjolkan jawapos.com, Kompas.com juga 

menonjolkan bahwa Yusril Ihza Mahendra tidak setuju dengan apa yang 

digugatkan Ahok. Yusril mengatakan bahwa Ahok harus memiliki kepastian 

bahwa pasal tersebut memang mengandung ketidakjelasan. Menurut Yusril, 

Pasal tersebut adalah suatu suruhan keharusan bukan penafsiran.10 

Sependapat dengan Yusril, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie berpendapat 

bahwa Ahok harus tetap menjalankan masa cuti kampanyenya.  

Namun, pada pembingkaian yang dilakukan oleh Kompas.com 

ditekankan bahwa  Ahok yakin jika calon petahana tidak perlu cuti, karena 

tidak ada hak konstitusional yang dilanggar. Ahok benar-benar menolak cuti 

kampanye karena harus mengawal APBD DKI 2017. Ahok khawatir ada 

PNS yang melakukan aksi 'merusak' kinerja Ahok jelang Pilgub.11  Menurut 

Ahok, cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah 

dengan mewajibkan cuti, melainkan memperkuat fungsi Bawaslu. Sejalan 

dengan pendapat Ahok, Mantan Hakim MK Harjono, menilai jika cuti 

adalah hak setiap orang dan konstruksi cuti kampanye dalam UU Pilkada 

tersebut dianggap tidak jelas. Harjono memaparkan bahwa gubernur sebagai 

kepala pemerintahan daerah, mempunyai sejumlah kewenangan yang 

melekat, yaitu menyusun peraturan daerah, hingga menentukan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu kedudukan gubernur 

sebagai kepala pemerintahan menjadi vital. Hak itulah yang dinilai Harjono 

                                                                 
10 LB Ciputri Hutabarat, http://news.metrotvnews.com/hukum/akW4OXWK-yusril-dan-

habiburakhman-kompak-tolak-gugatan-ahok, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 18.00 WIB. 
11 Nathania Riris Michico, http://news.detik.com/berita/3269782/dulu-minta-foke-cuti-

kampanye-ahok-jangan-paksa-kalau-enggak-mau, diakses pada 30 Desember 2016, pukul 12.00 

WIB. 
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akan hilang, jika mereka dipaksa cuti sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.12 

Sebelum Ahok melakukan gugatan UU Pilkada tersebut, sebenarnya 

banyak gugatan-gugatan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. MK 

menerima registrasi 111 permohonan judicial review undang-undang selama 

tahun 2016. Sisa perkara tahun sebelumnya yang dilanjutkan pada tahun 

2016 sebanyak 63 perkara. Total, ada 174 judicial review sepanjang tahun 

2016. Ketua MK Arief Hidayat mengungkapkan, dari jumlah itu, MK telah 

memutus 96 perkara. Sebanyak 78 perkara masih dalam proses pemeriksaan 

akan dilanjutkan pada tahun 2017. 96 perkara tersebut terdiri dari 19 perkara 

dikabulkan, 34 perkara ditolak, 30 perkara tidak dapat diterima, 3 perkara 

gugur, 9 perkara ditarik kembali oleh pemohon, dan 1 perkara dinyatakan 

MK tidak berwenang untuk memeriksa. Dari total 72 UU yang dimohonkan 

untuk diuji MK selama 2016, UU Pilkada memiliki frekuensi pengujian 

paling tinggi yaitu sebanyak 17 kali. Jumlah tersebut terdiri atas 2 Undang-

Undang Pilkada, yakni 10 kali pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 

2016 dan sebanyak 7 kali saat masih sebagai Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2015.13 

Kompas adalah surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta14 

dan mulai menguasai nasional dari Jakarta, yang berarti segmentasi 

                                                                 
12 Aryo Wicaksono dan Taufik Rahadian, http://metro.news.viva.co.id/news/read/826653-

mantan-hakim-konstitusi-dukung-ahok-soal-cuti-kampanye, diakses pada 30 Desember 2016, 

pukul 13.00 WIB. 
13 Ihsanuddin, 

http://nasional.kompas.com/read/2016/12/29/12480901/uu.pilkada.paling.banyak. 

digugat.ke.mk.sepanjang.2016, diakses pada 1 Januari 2017, pukul 07.15 WIB. 
14 Ferdy Fahdrian Suyaka, Tesis Pasca Sarjana: “Analisa Atribut Produk Yang 

Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Berlangganan Harian Seputar Indonesia ”, (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 2010) 
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utamanya adalah di Jakarta. Sebagian besar pembaca surat kabar Kompas 

berasal dari kelas menengah ke atas, dari segi umur terbanyak pada 25 

hingga 40 tahun.15 Kompas adalah surat kabar nasional dengan oplah 

terbesar 530.000 eksemplar dan beredar di semua propinsi di Indonesia.16 

Dengan jangkauan peredaran surat kabar Kompas yang paling luas, dimana 

surat kabar Kompas terdistribusikan di 33 propinsi di seluruh Indonesia. 

Lain halnya dengan Jawapos yang memiliki segmentasi utama di 

Surabaya, karena Jawa Pos adalah market leader koran harian di Jawa 

Timur khususnya Surabaya.17 Jawapos juga memiliki surat kabar yang 

beredar di DKI Jakarta, koran itu disebut Indo Pos. Dengan jargon “Koran 

Jakarta Sesungguh-Sungguhnya”, Indo Pos hadir sebagai koran masyarakat 

kota. Berita dan artikel-artikelnya serupa dengan Jawa Pos.  Koran ini terbit 

perdana pada 25 Februari 2003. Selama ini Jawa Pos yang home-nya di 

Surabaya sulit bersaing di Jakarta. Pelanggannya hanya berkisar 5.000 

eksemplar. Itupun segmennya orang-orang Jawa Timur yang ada di Ibu 

Kota. Cetak jarak jauh di Jakarta juga tidak membantu. Boleh dikatakan 

brand Jawa Pos tidak cukup kuat untuk Jakarta. Sangat kontras dengan yang 

di Jawa Timur apalagi di Surabaya, dan daerah lainnya di Indonesia. 

Dengan mempelajari analisa yang didapat dari strategi marketing majalah 

TIMES, untuk edisi Asia Pasific yang berkedudukan di Singapura. 

Akhirnya, Dahlan Iskan yang saat itu menjabat sebagai chairman dari Jawa 

Pos Group membuat suatu terobosan. Terobosan yang dimaksud adalah 

                                                                 
15 Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik  Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical 

Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik , (Jakarta: Granit, 2004), h. 117. 
16 http://profile.print.kompas.com/profil/, diakses pada 16 Januari 2017, pukul 17.15 WIB. 
17 Freddy Mutiara, Tesis Pasca Sarjana: “Strategi Komunikasi Eksternal Sebagai Sumber 

Keunggulan Bersaing Harian Jawa Pos”, (Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala, 2005) 
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dengan membuat edisi Jakarta dari Koran Jawa Pos. Begitu ide awalnya, 

hingga Indo Pos mau tidak mau harus bertarung di Jakarta. Setelah Indo Pos 

terbit, Jawa Pos secara otomatis tidak lagi beredar di Jakarta dan digantikan 

dengan Indo Pos.18  

Jawapos.com dan Kompas.com adalah perpanjangan online dari surat 

kabar Jawa Pos dan Kompas. Sebagai media massa, kedua media ini 

mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam mengkonstruksi realitas.19 

Realitas adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi 

sosial terhadap dunia sosial dihadapannya.20 Wartawan menulis berita bukan 

hanya sebagai penjelas, tetapi mengonstruksi peristiwa dari dirinya sendiri 

dengan realitas yang diamati. Berita adalah konstruksi sosial yang 

melibatkan berbagai relasi kepentingan yang berlangsung dalam ruang 

pemberitaan. Kedua media ini mengkonstruksi realitas yang terjadi saat ini 

yaitu Ahok yang menggugat UU Pilkada perihal cuti petahana yang 

dianggapnya tidak perlu dilakukan. Pada penelitian ini data yang diperoleh 

dari dua media online tersebut sebanyak 17 berita, yaitu dari portal media 

online Jawapos.com adalah sebanyak 6 berita, sedangkan dari portal media 

online Kompas.com adalah sebanyak 11 berita. Data berita itu diambil 

dalam kurun waktu 1 bulan yaitu pada bulan September 2016. Kompas.com 

memiliki porsi berita seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ lebih banyak 

dibanding Jawapos.com. Hal ini cukup beralasan karena surat kabar 

Kompas secara segmentasi pasar menguasai pangsa pasar Jakarta. 

                                                                 
18 https://id.wikipedia.org/wiki/Indopos , diakses pada 16 Januari 2017, pukul 16.00 WIB. 
19 Ibnu Hamad, Ibid., h. 25. 
20 Burhan Bungin. Imaji Media Massa. (Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi 

dalam Masyarakat Kapitalistik). Yogyakarta: Jendela Press. 2001. h. 9. 
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Kedekatan emosional pembaca surat kabar Kompas dengan lokasi dimana 

Koran itu berada cukup menjadi alasan mengapa porsi pemberitaan terkait 

Ahok lebih banyak dibanding dengan surat kabar Jawa Pos. 

Sejak dulu, Jawa Pos dan Kompas memiliki tujuan yang sama yaitu 

cenderung memperhatikan keuntungan segi ekonomi dibalik berita-berita 

politik yang mereka tuliskan.21 Kompas.com memiliki kecenderungan 

menampilkan sisi positif yang ada pada diri Ahok pada pemberitaan ini, hal 

itu juga sejalan dengan apa yang dilakukan Kompas pada pemberitaan-

pemberitaan seputar Pemilu pada tahun 1999. Kompas mengkonstruksi 

beberapa partai politik salah satunya PDI Perjuangan. Kompas 

mengkonstruksi bahwa PDI Perjuangan adalah partai besar karena 

memperoleh dukungan massa yang luas.22 Telah jelas diketahui bahwa PDI 

Perjuangan adalah partai politik yang mengusung Ahok beserta 

pasangannya Djarot dalam Pilkada 2017 mendatang23 dan dalam hal ini 

Kompas.com cenderung menampilkan sisi positif yang ada pada diri Ahok, 

karena Kompas.com ingin medianya mendapatkan keuntungan dari segi 

ekonomi melalui pemberitaan ini. Dimana ketika subjek beritanya memiliki 

dukungan massa yang luas, tentunya akan berdampak positif pada 

peningkatan minat pembacanya. 

 Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikonstruksi Kompas.com, 

Jawapos.com cenderung mengangkat apa adanya isu yang sedang 

berlangsung ini. Jika dalam pengkonstruksian berita ini ada yang dicitrakan 

                                                                 
21 Ibnu Hamad, Ibid., h. 165. 
22 Ibid., h. 115. 
23 Elza Astari Retaduari, http://news.detik.com/berita/d-3302558/pdip-res mi-usung-ahok-

djarot-di-pilgub-dki, diakses pada 10 Januari 2017, pukul 16.50 WIB. 
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negatif, hal itu karena memang ada peristiwa-peristiwa terkait yang sifatnya 

negatif pula. Dalam memberitakan Ahok, Jawapos.com mewacanakan 

dengan apa adanya. Hal itu serupa seperti apa yang dilakukan Jawa Pos 

pada pemberitaan-pemberitaan seputar Pemilu pada tahun 1999. Jawa Pos 

tidak menampakkan pertimbangan ideologisnya dalam mewacanakan partai 

politik manapun.24 Seperti halnya saat mengkonstruksi PDI Perjuangan, 

partai politik yang berkaitan dengan Ahok saat ini. Jawa Pos 

mengkonstruksi bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang massanya besar, 

suka membuat onar, dengan tokoh utama Megawati yang sangat populer di 

media massa PDI Perjuangan.25 Sepaham dengan Kompas.com, 

Jawapos.com juga mengkonstruksi bahwa PDI Perjuangan memiliki massa 

yang besar. Meskipun tidak mengambil porsi banyak tentang pemberitaan 

seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ ini, dengan ikut menampilkan 

pemberitaan ini saja Jawapos.com tentunya sudah menggait minat pembaca 

dan tentunya itu akan berdampak positif pada peningkatan dalam segi 

ekonomi. 

 Dalam perspektif lain, dapat dilihat bahwa Jawapos.com dan 

Kompas.com mengikutsertakan Yusril Ihza Mahendra dalam pemberitaan 

seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ ini. Yusril Ihza Mahendra sempat 

menjadi salah satu kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta. Yusril Ihza 

Mahendra adalah ketua umum PBB. Media Jawa Pos dan Kompas memliki 

perspektif yang berbeda tentang partai politik PBB. Jawa Pos 

mengkonstruksi bahwa PBB adalah partai yang punya konsep dan 

                                                                 
24 Ibnu Hamad,  Ibid., h. 146. 
25 Ibid., h. 147. 
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pemikiran tersendiri dalam berpolitik dan bernegara26, sedangkan Kompas 

mengkonstruksi bahwa PBB adalah partai reformis yang memiliki 

kepercayaan diri yang kuat melawan statusquo.27 Sebenarnya pemahaman 

tentang PBB dari kedua media ini tidak terlalu berbeda jauh. Intinya PBB 

adalah partai yang memiliki jalan pemikiran yang berbeda dari partai politik 

lain karena partai ini merasa memiliki ideologi sendiri dalam berpolitik. 

Pada kedua media ini ditonjolkan bahwa Yusril tidak setuju dengan gugatan 

Ahok terkait UU Pilkada tersebut, dapat dilihat bahwa kedua media ini ingin 

mengkonstruksi bahwa Yusril sebagai ketua umum PBB memilki pemikiran 

sendiri terkait gugatan Ahok dan jelas bahwa Yusril kontra dengan Ahok. 

Ada tiga hal penting dalam tahapan pembentukan konstruksi, yaitu 

keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semua kepada 

masyarakat, dan keberpihakan kepada kepentingan umum.28 Dalam 

menyampaikan materi konstruksi, media massa seharusnya memposisikan 

diri pada tiga hal tersebut, namun pada umumnya keberpihakan kepada 

kepentingan kapitalis menjadi sangat dominan meningat media massa 

adalah mesin produksi kapitalis yang harus menghasilkan keuntungan dari 

segi ekonomi. Itulah yang dilakukan Kompas.com dan Jawapos.com, kedua 

media ini seakan-akan memposisikan diri berpihak pada Ahok dengan 

menonjolkan sisi-sisi positif dari Ahok, namun pada dasarnya mereka hanya 

ingin memanfaatkan keberpihakan ini sebagai cara untuk mendapatkan 

keuntungan dari segi ekonomi saja. 

                                                                 
26 Ibid 
27 Ibid., h. 115. 
28 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse. Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat) , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 204. 
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Media memang tak harus netral dan tidak akan bisa netral. Bukan 

karena media tidak bisa bertanggung jawab tapi peran pemberitaan yang 

dimiliki oleh media memang membuatnya demikian. Yang terpenting 

dimiliki oleh media adalah independensi. Media tak harus netral tapi harus 

bersikap independen. Bersikap independen bukan berarti netral atau 

berimbang. Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Imparsialitas 

juga bukan yang dimaksud dengan objektivitas. Prinsipnya adalah wartawan 

harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput.29 

Media merupakan ruang sosial di mana digunakan untuk membuat 

pengaruh dari pihak satu pada pihak lain dan juga sebaliknya. Sehingga 

media merupakan medan perang untuk saling berebut pengaruh (kekuasaan) 

oleh sebuah kelompok atau individu yang berkuasa. Seperti yang 

diungkapkan Antonio Gramsci30 dengan teorinya yang menekankan 

bagaimana penerimaan kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses 

damai tanpa tindakan kekerasan. Sementara media menjadi sarana di mana 

kelompok mengukuhkan posisinya dan mengucilkan kelompok lain. Namun 

sejauh ini Jawapos.com dan Kompas.com hanya menjadikan dunia politik 

sebagai jalan lebar menuju peningkatan ekonomi pada medianya dengan 

memanfaatkan massa yang besar dari para pendukung Ahok dan tim 

suksesnya. 

Sebagai media yang cenderung mengutamakan ekonomi di balik 

pemberitaan-pemberitaanya, Jawapos.com dan Kompas.com memiliki cara 

                                                                 
29 Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik , (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2014), h. 58. 
30 Alex Sobur,  Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotik, dan Analisis Framing, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 30. 
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masing-masing dalam menampilkannya. Jawa Pos lebih mengutamakan 

ideologi oplah atau minat pembacanya diwujudkan dengan selalu 

menampilkan sisi yang dianggap laku untuk dijual, tidak melihat dari aliran 

politik apa yang diusung oleh sang aktor politik31. Hal ini sejalan dengan 

yang dijelaskan pada buku berjudul  “Konstruksi Realitas Politik Dalam 

Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-

Berita Politik” karya Ibnu Hamad yang mengatakan bahwa ideologi pasar 

media massa adalah ideologi oplah.32 Dapat dilihat pula dari cara Dahlan 

Iskan mengejar peningkatan oplah dengan berbagai cara, hingga pada saat 

ini tercatat Jawapos memiliki sirkulasi lebih dari 400.000 eksemplar per 

hari.33 Sedangkan Kompas, memadukan kepentingan ekonomi dengan 

idealisme, dimana media ini menempatkan permainan wacana ditengah 

masyarakat yang pluralis.34 Visi Kompas tentu tidak jauh dari idealisme 

media, yaitu memberi informasi mencerahkan dan bisa dipercaya. Melalui 

idealisme itu, Kompas berharap bisa berperan sebagai sarana pendidikan 

dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan publik. 

Mengambil peran dalam pendidikan dengan tujuan agar pembaca memiliki 

sikap kritis, meningkatkan kedalaman berpikir, dan mandiri. Dengan 

demikian, visi Kompas untuk mengemban “Amanat Hati Nurani Rakyat” ini 

bisa terwujud35 namun tidak meninggalkan sisi kepentingan ekonomi. Dapat 

                                                                 
31 Ibnu Hamad,  Ibid., h. 165. 
32 Ibid., h. 151. 
33 http://recruitment.jawapos.com/ , diakses pada 16 Januari 2017, pukul 16.30 WIB. 
34 Ibnu Hamad, Ibid., h. 165. 
35 http://print.kompas.com/baca/polhuk/politik/2015/06/28/Dilema-Kompas-Idealis me-

Media-atau-Pragmatisme-Eko, diakses pada 16 Januari 2017, pukul 17.00 WIB. 
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dilihat dengan jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa realitas dan kehidupan 

politik tidak bisa lepas dari media.36  

Pada pemilihan kata yang digunakan dalam portal media online 

Jawapos.com dan Kompas.com, dapat kita lihat pula perbedaan yang cukup 

signifikan. Bahasa Kompas cenderung lebih halus dan elegan dibandingkan 

Jawapos.com. Sebaliknya, Jawapos.com cenderung menggunakan kata-kata 

yang hampir serupa dengan bahasa tutur dalam penyampaiannya.  

Penggunaan kata-kata ilmiah pada jawapos.com, seperti bersuara keras, 

memobilisasi, equal, disandera, legal standing, dan ihwal. Selain itu ada 

pula penggunaan kata-kata konotasi negatif yang digunakan oleh 

Jawapos.com, yaitu menolak, terselubung, gagal, kontra, penyimpangan, 

penyalahgunaan dan mengada-ada. Dapat kita lihat bahwa pada 6 berita 

seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ yang ada pada portal media online 

Jawapos.com hanya menggunakan 6 kata-kata ilmiah (kata-kata kajian) dan 

juga terdapat 7 kata yang bermakna konotasi negatif. 

Sedangkan pada Kompas.com terdapat penggunaan kata-kata ilmiah 

seperti, hak konstitusional, hak petahana, program prioritas, indeks 

pembangunan manusia, abuse of power, suap proyek reklamasi, pencucian 

uang, multitafsir, legal standing, incumbent, pegangan tertinggi, 

mengalokasikan, berlaku surut, dan hak finansial. Ada pula penggunaan 

kata-kata konotasi negatif yang digunakan oleh Kompas.com, yaitu 

melanggar, penyalahgunaan, mengganggu, kerugian, menjerat, 

membatalkan, menggugat, menolak, beresiko, kehilangan, curang dan 

                                                                 
36 Ibnu Hamad, Ibid., h. 179. 
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gugur. Dari 11 berita seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ yang ada pada 

portal media online Kompas.com, kata-kata ilmiah (kata-kata kajian) yang 

digunakan sebanyak 14 kata dan terdapat juga 12 kata yang bermakna 

konotasi negatif. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Zaini, 

Agus Sariono dan Andang Subaharianto, yang berjudul “Perbandingan 

Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Harian Jawa Pos Dan Kompas”.37 

Pada penelitian itu ditemukan bahwa bahasa Kompas cenderung 

menggunakan kata kajian, kata baku serta penyampaian kesantunan bahasa 

yang lebih baik dibandingkan Jawa Pos. Sebaliknya, Jawa Pos cenderung 

menggunakan kata-kata yang sederhana, mengalir, serta memiliki 

penyampaian kesantunan bahasa yang lebih rendah dibandingkan harian 

Kompas. Kompas lebih banyak menggunakan kalimat panjang (kalimat 

majemuk) dibandingkan Jawa Pos. Penggunaan bahasa harian Kompas lebih 

sesuai untuk khalayak pembaca kelas sosial menengah ke atas. Begitu 

sebaliknya, penggunaan bahasa harian Jawa Pos lebih sesuai untuk khalayak 

pembaca kelas sosial menengah ke bawah. 

                                                                 
37 Zaini, Agus Sariono, Andang Subaharianto, 2013, Perbandingan Penggunaan Bahasa 

Indonesia Pada Harian Jawa Pos Dan Kompas , Volume 1 No. 1, 

http://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article 

/view/339/189, 7 Februari 2017. 


